
4. Undang-Undang ... 

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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: a. bahwa sehubungan ·dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 
2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah pada tanggal 07 Oktober 2010 dan telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota 
Sibolga Tahun 2010 Nomor 12 pada tanggal 12 
Oktober 2010, maka untuk pelaksanaannya perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
· dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah; 

WALIKOTA SIBOLGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

Jalan Dr. Sutomo No. 26-A SibolgaKode Pas 22513 Sumatera Utara 
Telp. (0631) 22000 Fax. (0631) 211:_4_3 ~ 

; 

TENTANG ·; 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURA{j DAERAB KOTA S1BOLGA 
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAY AAN DAERAH 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
NOMOR: l'30 / ~~ / 2010 

WALIKOTA SIBOLGA 
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12. Peraturan ... · 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran , Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200,4 tentang 
Pemerintahan; Daerah .i [Lembaran Negara, Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubahl beberapa kali terakhir dengan Undang- 

,1 c 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang · 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 
dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3643); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~8 
Nomor 78, 'Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 
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Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Sibolga. 
2. Walikota adalah Walikota Sibolga. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga. 
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas 

Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kata Sibolga. 
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota 
Sibolga. 

7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Sibolga. 

8. Dinas Perhubungan, · Komunikasi, dan Informatika adalah 
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota 
Sibolga. 

9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN ; WALIKOtA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERA;TURAN : DAERAH KOTA 
SIBOLGA NOMOR 12' TAHUN; 2010 jENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERl;\H. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota 
Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);. 

Pasal 2 ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Sibolga. 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaiirnina dimaksud dalain Pasal 2 
dan pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pengelola 
Keuangan dan Asset Daerah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas 
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah . 

. 
BAB II 

PELAKSANAAN 
~asal 3 ) 

Pasal 2 


